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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar
sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan
saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan matril serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempuma, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,
maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

e Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi

Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian sebagai berkut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tahun 1994, tinggal
bersama sebagai suami istri selama 15 tahun di Kepulauan Sulu Maluku
Utara, kemudian pindah ke Kendari, dikarunia 3 (tiga) orang anak ;

2. Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terlibat
perselisihan dan pertengkaran, hingga tidak ada kecocokan dan pada tahun
2014 Tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi;

3. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan suka main judi, minum minuman
keras, tidak memberi nafkah, berkata kasar “perempuan nakal, anjing,
binatang” dan mengacam mau bunuh Penggugat;

4. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak memberitahu alamat tempat kediaman
dan keberadaannya sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui keluarga Tergugat mencari
tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak diperoleh kejelasan/kepastian,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri terikat dengan
perkawinan yang sah dan belum bercerai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi,
sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang,

¢ Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik
Indonesia (gaib);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bepisah tempat tinggal dan Tergugat gaib
tidak diketahui alamat tempat tinggainya di seluruh wilayah Republik
Indonesia, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;
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4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi,
Penggugat sudah tidak berharap dan tidak mencintai lagi Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan, tidak saling peduli
selama berpisah sampai sekarang;
6. Bahwa untuk kepentingan maslahat, ketenteraman maupun kenyamanan,
perlu kepastian hukum, dan untuk hal tersebut hanyalah melalui perceraian;
ty Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

dilh Lol 4o 3l g g3t da g3l 4 ) pxe 2101 131y
Artinya : Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah

sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu
dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompitasai Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga
bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/sakinah seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Huriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini
yang menyatakan ‘Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah
tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi

¥ nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu, istri
atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu
bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan,
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas
maka telah cukup alasan menyatakan, gugatan Penggugat telah terbukti
beralasan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak permah hadir
dipersidangan, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek);

8, Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek) didasarkan pula pada pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an
Juz Il hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan
dalam putusan ini, sebagai berikut:

A o ¥ allh ggd cuag plg palusall plsa (1 pSla (1 (83 (1
Artinya :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,
dan guguriah haknya”.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat,
dan temnyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan
Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
dilangsungkanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,

4 maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat sejumlah sebagaimana diterakan dalam amar Putusan;
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Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan-perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

A 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (La Madi Ali bin La Djumai)
terhadap Penggugat (Wa Maimuna binti Ahmadi);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 29 September 2016
Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Muh. Husain Shaleh, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra..Hj. Nurhayati, B.
dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan didamping oleh Hakim-Hakim- Anggota dan
dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

" Hakim-Hakim Anggota Majelis,

— 7 -
Dra. Hj. Nurhayati, B. -
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Drs. H. Abd. Rahi

e-
=7 Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 245.000,-
4. Biaya Meterai Rp 6.000,-
5. Biaya Redaksi Rp 5.000, -
Jumlah Rp 336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2
¥
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